




























SEKSI


WILAYAH II











SEKSI


PENGAWASAN KEGIATAN LEMBAGA ASING








SEKSI


IMPLEMENTASI WAWASAN KEBANGSAAN











SUBDIT


BELA NEGARA








SEKSI


PENDIDIKAN BELA NEGARA











SUBDIT


WAWASAN KEBANGSAAN








SEKSI


IMPLEMENTASI NILAI-NILAI SEJARAH KEBANGSAAN














SEKSI


PENGUATAN NILAI-NILAI SEJARAH KEBANGSAAN











SEKSI


PEMBERDAYAAN BELA NEGARA




















 SUBDIT


NILAI-NILAI SEJARAH KEBANGSAAN








SEKSI  


PENGAWASAN KEGIATAN ORANG ASING

















SUBDIT


KEWASPADAAN DINI DAN KERJASAMA INTELIJEN KEAMANAN








SUBDIT


BINA MASYARAKAT PERBATASAN ANTAR NEGARA








SUB BAGIAN


EVALUASI DAN PELAPORAN KINERJA








BAGIAN


PERENCANAAN





SUBDIT


PENANGANAN KONFLIK PEMERINTAHAN











SUBBAGIAN 


VERIFIKASI DAN AKUNTANSI








 SUBDIT


PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

















SUBBAGIAN


PERLENGKAPAN DAN RUMAH TANGGA





SUBBAGIAN


PERBENDAHARAAN








SUBBAGIAN


PERSURATAN DAN ARSIP














SUBBAGIAN


PELAKSANAAN ANGGARAN








SEKSI


KEWASPADAAN DINI








SUBBAGIAN


TATA USAHA PIMPINAN





SEKSI


KERJASAMA INTELIJEN KEAMANAN








SEKSI


WILAYAH I





SUBBAGIAN


SISTEM DAN PROSEDUR











SEKSI


WILAYAH II





SEKSI


WILAYAH I








SEKSI


WILAYAH II








SUBBAGIAN


PENYUSUNAN PROGRAM 


DAN ANGGARAN











SUBBAGIAN


DATA DAN INFORMASI








SEKSI


WILAYAH I











SEKSI


WILAYAH II











SUBBAG TATA USAHA





SUBBAG TATA USAHA











SUBDIT


KETAHANAN SENI








LAMPIRAN III 	 :  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI


	NOMOR	:  41 TAHUN 2010      


	TANGGAL	:  29 JUNI 2010

















MENTERI DALAM NEGERI,











GAMAWAN FAUZI





DIREKTORAT JENDERAL


KESATUAN BANGSA DAN POLITIK




















SUBDIT


PEMBAURAN DAN KEWARGANEGARAAN








SUBDIT


KETAHANAN BUDAYA





SUBDIT


AGAMA DAN KEPERCAYAAN








 SUBDIT


ORGANISASI KEMASYARAKATAN








SEKSI


WILAYAH I











SEKSI


KEWARGANEGARAAN








SEKSI  


PEMBAURAN














SUBBAGIAN


KEPEGAWAIAN











KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL  

























































































SEKSI


WILAYAH II








SEKSI


WILAYAH I

















SEKSI


WILAYAH II











SUBDIT


PENGAWASAN ORANG ASING DAN LEMBAGA ASING











SEKSI


WILAYAH I








SEKSI


WILAYAH II





SEKSI


IDENTIFIKASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN











SEKSI


BIMBINGAN DAN EVALUASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN





SUBDIT


IMPLEMENTASI KEBIJAKAN POLITIK





SUBDIT 


FASILITASI KELEMBAGAAN POLITIK PEMERINTAHAN








BAGIAN


PERUNDANG-UNDANGAN DAN KEPEGAWAIAN 








 SUBDIT


PENDIDIKAN BUDAYA 


POLITIK








SEKSI


WILAYAH I








BAGIAN 


KEUANGAN





BAGIAN


UMUM





SUBBAGIAN


PERUNDANG-UNDANGAN











SEKRETARIAT DITJEN 





BAGAN STRUKTUR ORGANISASI


DIREKTORAT JENDERAL 


KESATUAN BANGSA DAN POLITIK











SEKSI


WILAYAH I





SEKSI


WILAYAH II





SEKSI


KELEMBAGAAN POLITIK PEMERINTAHAN DI PUSAT





SEKSI


KELEMBAGAAN POLITIK PEMERINTAHAN DI DAERAH





SEKSI


KELEMBAGAAN PARTAI POLITIK I





SUBDIT 


MASALAH SOSIAL KEMASYARAKATAN








SEKSI 


KELEMBAGAAN PARTAI POLITIK II





SEKSI


WILAYAH I





SEKSI


WILAYAH II





SUBDIT


KETAHANAN SUMBER DAYA ALAM 


DAN KESENJANGAN PEREKONOMIAN











SEKSI


PEMILIHAN UMUM PRESIDEN


 DAN WAKIL PRESIDEN





SEKSI


PEMILIHAN UMUM


WAKIL RAKYAT





SUBDIT


KETAHANAN PERDAGANGAN, INVESTASI, FISKAL DAN MONETER








SUBDIT


PERILAKU PEREKONOMIAN MASYARAKAT








 SUBDIT


KETAHANAN LEMBAGA USAHA EKONOMI








SEKSI


WILAYAH I





SEKSI


WILAYAH II 








SEKSI


IDENTIFIKASI








SEKSI


MONITORING DAN EVALUASI





SEKSI


ORGANISASI KEMASYARAKATAN 


PEREKONOMIAN








SUBDIT


FASILITASI PEMILIHAN 


UMUM











SEKSI


PERILAKU MASYARAKAT





SUBDIT


FASILITASI KELEMBAGAAN PARTAI POLITIK











SEKSI


KERJASAMA








SEKSI


MONITORING DAN EVALUASI











SUBBAG TATA USAHA





DIREKTORAT


BINA IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN








SUBBAG TATA USAHA





SUBBAG TATA USAHA





SUBDIT


KETAHANAN IDEOLOGI NEGARA








SEKSI


PENGUATAN IDEOLOGI NEGARA








SEKSI


IMPLEMENTASI IDEOLOGI NEGARA








SEKSI 


PENGUATAN WAWASAN KEBANGSAAN











DIREKTORAT


KEWASPADAAN NASIONAL








DIREKTORAT


KETAHANAN SENI, BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN





DIREKTORAT


POLITIK DALAM NEGERI








DIREKTORAT


KETAHANAN EKONOMI





















































